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NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAITAN ATAS PERATURAN DAERAT K ABLTATEN
BANYUMAS NOMOR 6 TAHLN 204K
TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BLPATT BANYUMAS,

hahwa berdasarkan Pasal 72 Peramran Pemerinzah
Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Lirmmm
Pengaturan Mengenai desa dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang
Telmik Penyuwsunan Pemluran Desa dan Keputusan
Kepala Desa, maka Peraturan Daersh mengena
Desa harus disesusikan,

. bahwa sebubungan dempan hal rersebut, perlu

mengubah Persturan Daerab Kabupaten Banyumes
Nomor b Tehun 2000 tentng Peraturan Desa
dengan Peraturean Daerah



Mengingat @ 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pasal 1
Pembentukan Dazrah-dacrah Kabupaten dalam

Liagruasan, Rooeinst  Tays Yeagsh; A. Setelah hurut g Pasal 1 pada BAB | KETENTUAN UMUM ditambah
Pengertian baru, yaitu hurafh danii, be i sebaoal berikut
Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang nee ya yang berbunyi sebag

=

Pemerinahan Daerih (Lembaran Nepara Tahun "Pasal 1"
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 3839), Dalam Peramiran Dzerah ini yeng dimaksud dengan
3 Peraluran Pemerintsh Nomor 76 Tahun 2001 } B Perawran Desz adalah Peraturan yang divstapkan oleh BPD
tentang Pedoman Umum Pengauran Mengenai bersama-sama dengan Kepala Desa;
Desa (Lembaran Negama Tahun 2001 Nomor 142,
Tambalan Lerbarn Negara Tahon 2001 Nomor i.  Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan olch
1443) ; Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupur: penetapan
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tehun B. Iada Msal & diubsh, schingga sclengkapnya berbunyi:
2002 wentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa 3
dﬂﬂﬁﬁpﬂmﬂﬂxﬂpﬂﬂ Desa; "Pasal &
5. FPerawran Dacrah Kabupaten Baryumas Nomor 6 (1) Peraturan Desa harus mendapatkan persefujuan bersama antara
labun 2000 tentang Perataran Desa (Lembaran Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
Dlaerah Kabupaten Banyumas Fhun 2000 Nomaor Y .
Seri D} (2) Peratran Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desz
Dengan Persetujuar (3) Perstoran Dess sehagaimana  dimaksm] dalam ayat (2), tdak
memerinkan pengesahan Fupati.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS 'ﬂ C. Pasal 10 éiubah schinggza selengkapnya berbunyi :
MEMUTUSKAN : | "Fasal 10"
Menewpkan : FERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN Format atay bentuk Peraturan Desa sebagnimana tersebut pada Lampiran
ATAS PERATURAN DAERAH XABUPATEN vang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daergh ini

HANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG
PERATURAN DESA.
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Pasal II Lampiran Peraturn Dacrah Kabupaten Banyumas
Nomor 2
Peramran Daerah im mulai berlakn pada tanggal divndlangkon . Tanggal

Agar supaya seliap orang mengetahuinya memerintahkan

n: BENTUK FURMAT PERATURAN DESA
pengundangan Peraturan Dacrah i dengan penempatannya  dalam

I emharan Dacrah Kabupaten Baryumas. Rt
Ditetapkan di Purwokerto
—adia teagen 20 Nopember 3003 | PERATURAN DESA .......... ..(2)
BUBATIBANYUMAS r KECAMATAN .....cccoveinnpaneai(d)
ttd, v KABUPATEN BANYUMAS
ARIS SETIONO
NOMOR ... (4)
Diurdangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Nopember 2003 TENTANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATFN BANYTMAS 8
Pelaksana Tugas,
IMAMH‘S-UE[]R[ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
R RERELA DEBA i ciisiss i iusivinias il s 108)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI
E Mepimbang 2 DANWE .......ccoiecienniienniraameseeniiesnniaasesas{ 1)
b bebwedst. s
\ Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 22 Thhum 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1996
J Momor 50, Tambohan Lembaran Megars Nomor
3839
L L1 WL I RO AT g,
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Dengan Persetujusn Bersama BAB .

EETENTUAN PERALIHAN (11)
KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA Pasal ...
MEMUTLISKAN : BAB...
KETENTUAN PENUTUF (12)

Menctapkan :  PERATURAN DESA ......... ..o oo s

KABUPATEN mﬂymﬂﬁs Peraran Desa ini mulai berlaku pada tanggal ..............{(13)

TENTANG .. S
BAB1 Ditetapkan di Desa. (14)

KETENTUAN UMUM ........(9

adatanggal ..............(15)
Pasal 1 =

ml&mf'ﬁmtumn[}agﬂjn}m@ﬂlmmud dengan ; KEPALA DESA .........(16)

1. Desaadalah ..
i e S - == (17
3. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah ... ...
&, Dst,
18}
BAE II
........................ {10} Keterangan ;
Pasal 2 1. Kop Pemecrintah Desa
2. Diisi Nama Desa
3 Diisi Wama Kecarmatan
1 3 g et 4.  Nomor Urut Sesuai Buku Register......
gds: 5.  Materi yvang diatur dalam Peraturan Desa (Misalnya : TENTANG
ALY Lo SN Ll PUNGUTAN DESA)
s 6. Thisi Nama Desa
7, Diisi menpenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan
T e alasan dibuamya Perauran Desa {alasan vuridis, filosofis, dan
sosiologis)



12.
13
14,
13,
16.
17.
18,

Diisi mengenai daser-dasar hukum yang terkait langsung dengan
materi yang diamur. Landasan yuridis kewenangan membuat produk
hukum/Peraturan Desa dan landasan yuridis materi yang diatur).

Diisi batasan-batasan dari pengertian, singkatan atan akronim yang
digunakan dalam produk hukum (ru sendiri dan hal-hal lain vang
bersifat wnwm yang berlaku bagi pasal-pasal berikuuya.

Memuat materi yang diatur dalam Peraturan Desa.

. Ketentuan Peralihan apabila diperlukan, karena Ketentuan Peraliban

timbul sebagai cara mempertemukan antara azzs mengenai akibat
kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebzlum peraturan baru.
[isi saat diberlaknkannya Peraturan Deasa.

Diisi tanggal kapan Peraturan Desa itu mulal berlaku.

Diisi narma desa.

Diisi tanggal ditctapkannya Peraturan Desa.

Diisi Nama Desa.

Diisi Tanda Tangan Kezpala Desa.

1Diisi nama jelas Kepals Desa tanpa gelar



